












ini cukup luas, maka dampak dari ketiga masalah tersebut sangat 

signifikan dan menampilkan basil pemilu yang tidak akurat dan 

merugikan hak pemilih dan yang dipilih. Berdasarkan fakta tersebut, 

maka persoalan yang bersifat krusial ini selayaknya tidak direduksi 

dengan persoalan formalitas yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 10 

Tahun2016. 

1. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah

menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU

10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018,

Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan

Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,

Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22

Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021

bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor

145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam

penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubemur, bupati, walikota

Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan

bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain,

ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon

berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan

bersama-sama dengan pokok permohonan [ antara lain vide Putusan

Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,

Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18

Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021

bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP

XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor

97 /PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah

Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan

Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021].
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Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda 

keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo; 

j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon,

Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan

penundaan keterpenuhan syarat form.ii kedudukan hukum dalam

mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kota Kendari Nomor 541 Tahun 2024 Tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024,

Tanggat : 5 Desember 2024. yang diumumkan Pada hari Kamis

Tanggat 5 Desember 2024 Pukut : 02.30 WIT A (vide Bukti P-3) sebelum

dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan

Calon Walikota dan Wakil Wal�ota di Kota Kendari Tahun 2024.

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon,

perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai beriktut:

Tabetl 

No. Nama Pasangan Caton Perotehan Suara 

1 Pasangan Calon Nomor Urut 1 61.831 

2 Pasangan Calon Nomor Urut 2 ( Pemohon) 41.044 

3 Pasangan Calon Nomor Urut 3 19.419 

4 Pasangan Calon Nomor Urut .4 13.815 

5 Pasangan Caton Nomor Urut 5 51.598 

Total Suara Sah 187.707 

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada pada peringkat ketiga dengan 

perolehan suarat sebanyak 41.044 suara) 
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Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara Calon Walikota dan Wakil 

Walikota Kendari tahun 2024 yang dilaksanakan tanggal 27 November 

2024, telah tetjadi pelanggaran-pelanggaran pemilihan serta perbuatan 

yang bertentangan dengan asas-asas LUBER JURDIL, sehingga dengan 

adanya pelanggaran tersebut tentu sangat berpengaruh tehadap hasil 

perolehan suara Para Pasangan Calon; 

ADANYA PELANGGARAN BERUPA LEBIH DARI SEORANG PEMILIH 

YANG TIDAK TERDAFfAR SEBAGAI PEMILIH, MENDAPAT 

KESEMPATAN MEMBERIKAN SUARA PADA TPS 

2. Bahwa berdasarkan Pasal 112 UU No. 1 Tahun 2015 mengatur

"Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan

pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih

keadaan sebagai berikut: e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak

terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada

TPS." Aturan tersebut merupakan salah satu syarat keadaan dapat

dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS.

3. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota

Kendari terdapat pelanggaran-pelanggaran terkait dengan adanya TPS

TPS di wilayah Kota Kendari yang lebih dari seorang pemilih yang tidak

terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada

TPS. Antara lain terdapat di TPS 08 Kelurahan Kemaraya, yang mana

peristiwa tersebut terbukti dari adanya Laporan hasil Pengawasan

Pemilihan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 08 Kelurahan Kemaraya

atas nama Mega Rahmadhani Hasman, sebagaimana Formulir Model A

Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/LHP /PM.01.02/K.SG-

17.05.03.08/11/2024 tertanggal 27 November 2024 (Bukti P-6). Dalam

laporan hasil pengawasan tersebut ditemukan terdapat pemilih yang tidak

terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya di TPS 08
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Kelurahan Kemaraya. Selain temuan tersebut, Ketua Panwascam Kendari 

Barat, yaitu Wahid, SP, juga menemukan peristiwa yang sama pada TPS 08 

Kelurahan Kemaraya pada saat dilaksanakan pengawasan terhadap 

Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh PPK Kendari Barat di aula Kantor 

Kecamatan Kendari Barat, sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil 

Pengawasan Pemilihan Nomor 030/LHP /PM.02.00/ 11/2024 tertanggal 30 

November 2024 (Bukti P-7). Berdasarkan hasil pengawasan tersebut 

ditemukan selisih 2 ( dua) suara antara daftar hadir dengan jumlah surat 

suara yang digunakan dengan uraian sebagai berikut: 

Berdasarkan Daftar Berdasarkan C-Plano 

Hadir 

Pemilih DPT 419 419 

Pemilih Pindahan (DPTb) 1 1 

Pemilih Pindahan (DPK) 4 6 

Jumlah 424 426 

Adanya selisih suara tersebut berdasarkan keterangan petugas KPPS TPS 

08 Kelurahan Kemaraya disebabkan karena adanya 2 ( dua) orang pemilih 

yang masuk memilih di TPS 08 dengan menggunakan KTP setempat 

(kemaraya) tanpa mengisi dan tanda tangan Daftar Hadir. 

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS

08 Kelurahan Kemaraya dan Panwaslu Kecamatan Kendari Barat Tersebut,

Panwaslu Kecamatan Kendari Barat melakukan penelitian dan

pemeriksaan (Bukti P-7) yang menghasilkan bahwa dugaan pelanggaran

tentang adanya 2 (dua) orang pemilih yang memilih di TPS 08 dengan

menggunakan KTP setempat (Kemaraya) tanpa mengisi dan tanda tangan

Daftar Hadir merupakan keadaan yang telah memenuhi unsur untuk

dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana diatur dalam Pasal 112

ayat (2) huruf e UU Pemilihan Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e PKPU No, 17

Tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan adanya keadaan di mana 1 (satu)
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pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 08 dan/ atau 

seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat 

kesempatan memberikan suara pada TPS 08. Oleh karenanya, Panwaslu 

Kecamatan Kendari Barat menerbitkan Surat Nomor 012/PM.02.02/K.SG-

17.05 /12/2024 Tertanggal 01 Desember 2024 (Bukti P-8) 

merekomendasikan kepada PPK Kendari Barat untuk melakukan 

pemungutan suara ulang pada TPS 08 Kelurahan Kemaraya. Atas 

rekomendasi Panwaslu Kendari Barat tersebut, KPU Kota Kendari melalui 

Suratnya Nomor 1124/PL.02.6-SD/741/2024 Tertanggal 2 Desember 2024 

(Bukti P-9) menyampaikan kepada Pemohon bahwa KPU Kota Kendari 

menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 

Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat dengan Jenis Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubemur serta Walikota dan Wakil Walikota 

Kendari pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 dan menyampaikan agar 

menghadirkan saksi dalam pelaksanaan PSU tersebut. 

5. Bahwa peristiwa terkait dengan adanya "yang lebih dari seorang pemilih

yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan

memberikan suara pada TPS" temyata tidak hanya tetjadi pada TPS 08

Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat sebagaimana telah

ditindaklanjuti oleh KPU Kota Kendari untuk dilakukan PSU, namun

Pemohon juga menemukan peristiwa yang serupa yang tetjadi di 21 ( dua

puluh satu) TPS yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan dan di 9 (sembilan)

Kelurahan.

6. Bahwa perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon merupakan

perhitungan yang didasarkan pada angka-angka yang tidak valid atau

tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena pemilih yang

tidak terdaftar diberikan kesempatan untuk memilih. Hal tersebut dapat

dilihat dari adanya perbedaan yang tetjadi antara jumlah pemilih yang

hadir (DPT, DPTb, dan DPK) berdasarkan Daftar Kehadiran dengan
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Pemilih DPT 274 274 

Pemilih Pindahan 1 1 

(DPTb) 

Pemilih Pindahan (DPK) 8 5 

Jumlah 283 280 

(Bukti P-38.a, P-38.b, P-38.c dan Bukti P-39) 

JUMLAH 

TPS11KAMBU Berdasarkan Daftar Berdasarkan C-Plano 

Hadir 

Pemilih DPT 320 320 

Pemilih Pindahan 0 0 

(DPTb) 

Pemilih Pindahan (DPK) 3 3 

Jumlah 323 323 

(Bukti P-40.a, P-40.b dan Bukti P-41) 

JUMLAH 

TPS12KAMBU Berdasarkan Daftar Berdasarkan C-Plano 

Hadir 

Pemilih DPT 279 279 

Pemilih Pindahan 1 2 

(DPTb) 

Pemilih Pindahan (DPK) 2 2 

Jumlah 282 283 

(Bukti P-42.a, P-42.b dan Bukti P-43) 

JUMLAH 

TPS 001 ABELi Berdasarkan Daftar Berdasarkan C-Plano 

Hadir 
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dan KPU Kota, tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon di 

TPS untuk mendokumentasikan Daftar Kehadiran Pemilih, termasuk Saksi 

Pemohon di tingkat Kecamatan dan Kota. Padahal, berdasarkan Pasal 40 

ayat (1) PKPU No. 17 Tahun 2024 mengatur sebagai berikut: 

"Setelah rapat Pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi, 
Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat yang hadir 
pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan 
formulir: 
a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASILKWK

WALIKOTA;
c. MODEL C.DAFTAR HAVIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL

C.DAFTAR HAVIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL
C.DAFTAR HAVIR PEMILIH TAMBAHANKWK setelah 
ditandatangani oleh KPPS; dan/atau

d. salinan Daftar Pemilih Tetap dan salinan daftar Pemilih Pindahan."

Tindakan Termohon yang menutup-nutupi Pemohon untuk 

mendokumentasikan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, 

MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL 

C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHANKWK jelas merupakan

tindakan yang tidak fair karena tidak memberikan kesempatan kepada 

Pemohon untuk mengoreksi proses pemungutan suara yang telah 

berlangsung di beberapa TPS. 

10. Bahwa oleh karena Termohon tidak memberikan kesempatan kepada

Pemohon untuk mendokumentasikan MODEL C.DAFTAR HADIR

PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH

PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH

TAMBAHANKWK, hal tersebut tentunya menimbulkan kecurigaan dan

dugaan bagi Pemohon bahwa TPS-TPS yang tidak diberikan kesempatan

oleh Termohon untuk Pemohon mendokumentasikan MODEL C.DAFTAR

HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH

PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH

TAMBAHANKWK merupakan TPS-TPS yang memiliki angka-angka yang
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bermasalah karena antara MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP

KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan 

MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHANKWK tidak sama 

dengan C.Hasil. Oleh karena itu, Pemohon telah mengajukan keberatan 

pada tingkat rekapitulasi di tiap Kecamatan se-Kota Kendari (Bukti P-54), 

(Bukti P-55), (Bukti P-56), (Bukti P-57), (Bukti P-58), (Bukti P-59), (Bukti 

P-60), (Bukti P-61), (Bukti P-62), (Bukti P-63), (Bukti P-64), (Bukti P-65),

dan (Bukti P-66) dan tingkat rekapitulasi di tingkat Kota (Bukti P-67), 

(Bukti P-68), (Bukti P-69), (Bukti P-70), (Bukti P-71), (Bukti P-72), (Bukti 

P-73), (Bukti P-74), (Bukti P-75), (Bukti P-76), (Bukti P-77), dan (Bukti P-

78). Selain itu, Pemohon juga telah menyampaikan 3 (tiga) laporan kepada 

Bawaslu Kota Kendari, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan 

Nomor 05/PL/PW /Kota/28.0l/XII/2024 tanggal 30 November 2024 

(Bukti P-79), Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 

06/PL/PW /Kota/28.0l/XIl/2024 tanggal 2 Desember 2024 (Bukti P-80), 

dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 

07 /PL/PW /Kota/28.0l/XIl/2024 tanggal 4 Desember 2024 (Bukti P-81) 

yang pada pokoknya berisikan tentang sebagai berikut: 

LAPORAN NOMOR 05/Pl/PW/KOT A/28.01/XIJ/2024 TANGGAL 30 

NOVEMBER 2024 

No. Kecamatan Kelurahan TPS Peristiwa Yang Dilaporkan 

1. Nambo Petoaha 1 Adanya 1 orang Pengguna Hak 

Pilih sebagai daftar Pemilih 

Tambahan (DPK) yang tidak 

terdaftar sebagai pemilih namun 

diberikan kesempatan untuk 

memilih 

2. 2 Adanya 4 orang Pengguna Hak 

Pilih sebagai daftar Pemilih 

Tambahan (DPK) dan 2 orang 
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Tambahan (DPK) yang tidak 

terdaftar sebagai pemilih namun 

diberikan kesempatan untuk 

memilih 

8. Bungkutoko 2 Adanya 1 orang Pengguna Hak 

Pilih sebagai daftar Pemilih 

Pindahan (DPTb) yang tidak 

terdaftar sebagai pemilih namun 

diberikan kesempatan untuk 

memilih 

9. 3 Adanya 7 orang Pengguna Hak 
Pilih sebagai daftar Pemilih 
Tambahan (DPK) yang tidak 
terdaftar sebagai pemilih namun 
diberikan kesempatan untuk 
memilih; 

10 Tondonggeu 2 Adanya 3 orang Pengguna Hak 

Pilih sebagai daftar Pemilih 

Tambahan (DPK) yang tidak 

terdaftar sebagai pemilih namun 

diberikan kesempatan untuk 

memilih 

11. Sambuli 2 Adanya 2 orang Pengguna Hak 

Pilih sebagai daftar Pemilih 

Tambahan (DPK) yang tidak 

terdaftar sebagai pemilih namun 

diberikan kesempatan untuk 

memilih 

12. Wua-Wua Wua-Wua 1 Adanya 4 orang Pengguna Hak 

Pilih sebagai daftar Pemilih 

Tambahan (DPK) yang tidak 

terdaftar sebagai pemilih namun 

diberikan kesempatan untuk 
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Pilih sebagai daftar Pemilih 

Tambahan (DPK) yang tidak 

terdaftar sebagai pemilih namun 

diberikan kesempatan untuk 

memilih; 

35. 3 Adanya 12 orang Pengguna Hak 

Pilih sebagai daftar Pemilih 

Tambahan (DPK) yang tidak 

terdaftar sebagai pemilih namun 

diberikan kesempatan untuk 

memilih; 

36. 4 Adanya 10 orang Pengguna Hak 

Pilih sebagai daftar Pemilih 

Tambahan (DPK) yang tidak 

terdaftar sebagai pemilih namun 

diberikan kesempatan untuk 

memilih 

37. 5 Adanya 1 orang Pengguna Hak 

Pilih sebagai daftar Pemilih 

Tambahan (DPK) yang tidak 

terdaftar sebagai pemilih namun 

diberikan kesempatan untuk 

memilih 

38. 6 Adanya 8 orang Pengguna Hak 

Pilih sebagai daftar Pemilih 

Tambahan (DPK) yang tidak 

terdaftar sebagai pemilih namun 

diberikan kesempatan untuk 

memilih 

39. 7 Adanya 10 orang Pengguna Hak 

Pilih sebagai daftar Pemilih 
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46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

terdaftar sebagai pemilih namun 

diberikan kesempatan untuk 

memilih 

3 Adanya 8 orang Pengguna Hak 

Pilih sebagai daftar Pemilih 

Tambahan (DPK) yang tidak 

terdaftar sebagai pemilih namun 

diberikan kesempatan untuk 

memilih 

4 Adanya 12 orang Pengguna Hak 

Pilih sebagai daftar Pemilih 

Tambahan (DPK) dan 1 orang 

pemilih DPTb yang tidak terdaftar 

sebagai pemilih namun diberikan 

kesempatan untuk memilih 

5 Adanya 1 orang Pengguna Hak 

Pilih sebagai daftar Pemilih 

Tambahan (DPK) yang tidak 

terdaftar sebagai pemilih namun 

diberikan kesempatan untuk 

memilih 

6 Adanya 6 orang Pengguna Hak 

Pilih sebagai daftar Pemilih 

Tambahan (DPK) yang tidak 

terdaftar sebagai pemilih namun 

diberikan kesempatan untuk 

memilih 

7 Adanya 10 orang Pengguna Hak 

Pilih sebagai daftar Pemilih 

Tambahan (DPK) yang tidak 

terdaftar sebagai pemilih namun 
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Tambahan (DPK) yang tidak 

terdaftar sebagai pemilih namun 

diberikan kesempatan untuk 

memilih 

5. 5 Adanya 3 orang Pengguna Hak 

Pilih sebagai daftar Pemilih 

Tambahan yang tidak terdaftar 

sebagai pemilih namun diberikan 

kesempatan untuk memilih 

6. 6 Adanya 2 orang Pengguna Hak 

Pilih sebagai DPTb dan 2 orang 

DPK Tambahan yang tidak 

terdaftar sebagai pemilih namun 

diberikan kesempatan untuk 

memilih 

7. 7 Adanya 4 orang Pengguna Hak 

Pilih sebagai daftar Pemilih DPK 

tambahan yang tidak terdaftar 

sebagai pemilih namun diberikan 

kesempatan untuk memilih 

8. 8 Adanya 3 orang Pengguna Hak 

Pilih sebagai daftar Pemilih 

Pindahan (DPK) yang tidak 

terdaftar sebagai pemilih namun 

diberikan kesempatan untuk 

memilih 

9. Wawowanggu 1 Adanya 6 orang Pengguna Hak 

Pilih sebagai daftar Pemilih 

Tambahan (DPK) yang tidak 

terdaftar sebagai pemilih namun 

diberikan kesempatan untuk 

42 









27. 14 Adanya 6 orang Pengguna Hak 
Pilih sebagai daftar Pemilih 
Tambahan (DPK) yang tidak 
terdaftar sebagai pemilih namun 
diberikan kesempatan untuk 
memilih; 

28. 16 Adanya 3 orang Pengguna Hak 
Pilih sebagai daftar Pemilih 
Tambahan (DPK) yang tidak 
terdaftar sebagai pemilih namun 
diberikan kesempatan untuk 
memilih; 

29. 17 Adanya 6 orang Pengguna Hak 
Pilih sebagai daftar Pemilih 
Tambahan (DPK) yang tidak 
terdaftar sebagai pemilih namun 
diberikan kesempatan untuk 
memilih; 

30. 18 Adanya 7 orang Pengguna Hak 
Pilih sebagai daftar Pemilih 
Tambahan (DPK) yang tidak 
terdaftar sebagai pemilih namun 
diberikan kesempatan untuk 
memilih; 

31. Anaiwoi 1 Adanya 4 orang Pengguna Hak 
Pilih sebagai daftar Pemilih 
Tambahan (DPK) yang tidak 
terdaftar sebagai pemilih namun 
diberikan kesempatan untuk 
memilih; 

32. 2 Adanya 2 orang Pengguna Hak 
Pilih sebagai daftar Pemilih 
Tambahan (DPK) yang tidak 
terdaftar sebagai pemilih namun 
diberikan kesempatan untuk 
memilih; 

33. 3 Adanya 9 orang Pengguna Hak 
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IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon 

kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan KPUD Kota Kendari Nomor : 541 Tahun 2024

Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari

Tahun 2024, Tanggal : 5 Desember 2024, yang diumumkan Pada hari

Kamis Tanggal 5 Desember 2024 Pukul: 00.30 WITA;

3. Memerintahakan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari untuk

melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada di TPS sebagai

berikut:

- TPS 8 Kelurahan Kambo;

- TPS 8 Kelurahan Mokoau;

- TPS 2 Tipulu;

- TPS 3 Tipulu;

- TPS 5 Tipulu;

- TPS 6 Tipulu;

- TPS 2 Benuanirae;

- TPS 1 Watu Watu;

- TPS 6 Watu Watu;

- TPS 8 Kemaraya;

- TPS 1 Kambu;

- TPS 3 Kambu;

- TPS 4 Kambu;

- TPS 5 Kambu;

- TPS 6 Kambu;

- TPS 10 Kambu;
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- TPS 11 Kambu;

- TPS 12 Kambu;

- TPS 1 Abeli;

- TPS 3 Abeli;

- TPS 1 Benuanirae;

- TPS 6 Lapulu;

- TPS 15 Mandonga;

- TPS 1 Petoaha;

- TPS 2 Petoaha;

- TPS 1 Nambo;

- TPS 1 Tobimeita;

- TPS 2 Tobimeita;

- TPS 3 Tobimeita;

- TPS 4 Tobimeita;

- TPS 2 Bungkutoko;

- TPS 3 Bungkutoko;

- TPS 2 Tondonggeu;

- TPS 2 Sambuli;

- TPS 1 Wua-Wua;

- TPS 2 Wua-Wua;

- TPS 3 Wua-Wua;

- TPS 4 Wua-Wua;

- TPS 5 Wua-Wua;

- TPS 6 Wua-Wua;

- TPS 7 Wua-Wua;

- TPS 8 Wua-Wua;

- TPS 9 Wua-Wua;

- TPS 10 Wua-Wua;

- TPS 11 Wua-Wua;

- TPS 12 Wua-Wua;

- TPS 1 Anawai;
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- TPS 5 Benu-Benura;
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- TPS 2 Anawai;

- TPS 3 Anawai;

- TPS 4 Anawai;

- TPS 5 Anawai;

- TPS 6 Anawai;

- TPS 7 Anawai;

- TPS 8 Anawai;

- TPS 9 Anawai;

- TPS 10 Anawai;

- TPS 1 Mautawoi;

- TPS 2 Mautawoi;

- TPS 3 Mautawoi;

- TPS 4 Mautawoi;

- TPS 6 Mautawoi;

TPS 7 Mautawoi;

- TPS 8 Mautawoi;

- TPS 9 Mautawoi;

- TPS 1 Bonggoeya;

- TPS 2 Bonggoeya;

- TPS 3 Bonggoeya;

- TPS 4 Bonggoeya;

- TPS 5 Bonggoeya;

- TPS 6 Bonggoeya;

- TPS 7 Bonggoeya;

- TPS 8 Bonggoeya;

- TPS 9 Bonggoeya;

- TPS 10 Bonggoeya;

- TPS 1 Benu-Benura;

- TPS 3 Benu-Benura;

- TPS 4 Benu-Benura;

- TPS 5 Benu-Benura;
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- TPS 2 Dapu-Dapura;

- TPS 5 Dapu-Dapura;

- TPS 1 Lahundape;

- TPS 2 Lahundape;

- TPS 3 Lahundape;

- TPS 4 Lahundape;

- TPS 6 Lahundape;

- TPS 7 Lahundape;

- TPS 8 Lahundape;

- TPS 1 Sanura;

- TPS 2 Sanura;

- TPS 3 Sanura;

- TPS 5 Sanura;

- TPS 6 Sanura;

- TPS 1 Watu-Watu;

- TPS 2 Watu-Watu;

- TPS 3 Watu-Watu;

- TPS 4 Watu-Watu;

- TPS 5 Watu-Watu;

- TPS 6 Watu-Watu;

- TPS 1 Kemaraya;

- TPS 2 Kemaraya;

- TPS 3 Kemaraya;

- TPS 4 Kemaraya;

- TPS 5 Kemaraya;

- TPS 6 Kemaraya;

- TPS 2 Sodoha;

- TPS 3 Sodoha;

- TPS 4 Sodoha;

- TPS 5 Sodoha;

- TPS 1 Cipulu;
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